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A. Pendahuluan

Fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau, khususnya fenomena sosial budaya telah lama mengundang “perhatian khusus” banyak peneliti. Tidak saja pada peneliti dari luar Minangkabau, tetapi juga pada para peneliti yang berasal dari Minangkabau sendiri.  Terlepas dari paradigma yang digunakan oleh para penelitinya, namun saya melihat memang ada “keunikan yang khas” tentang berbagai fenomena “perubahan” dalam masyarakat Minangkabau tersebut. Keunikan yang khas tentang fenomena perubahan di masyarakat Minangkabau tersebut, misalnya diungkapkan dengan istilah “gelisah” (Marzali, 2004), “ambigu” (Sairin, 2002), “secara politik ada persaingan antar kelompok” (Azwar, 2001; Maarif, 1996), “aturan yang dipakai berubah-ubah atau tidak jelas” (K. Benda-Backmann, 2001; Biezeveld, 2001), “sulit diterka” (Wahid, 1996), “dispute” (Tanner, 1969), “dual organization” (Josselin de Jong, 1960) dan sebagainya. Namun beberapa peneliti dan pemikir dari Minangkabau sendiri serta beberapa dari luar, telah coba menjelaskan dan menggambarkan bahwa sebenarnya fenomana dispute tersebut hanya terlihat ditingkat empiris, namun secara struktural ada “keseimbangan didalamnya” (Abdullah, 1966), “complementarity” (Davis, 1994), “dualisme menuju keesaan” (Saanin, 1989), “uniti dalam keberagaman” (Nasroen, 1957). 

Saya setuju bahwa sebenarnya fenomena yang berkembang pada masyarakat Minangkabau bersifat dispute (untuk berikutnya kita pakai saja istilah dualisme), namun menurut saya bukan fenomenanya (empiris) yang dualisme, tetapi dualisme itulah sebenarnya struktur budaya Minangkabau. Dengan kata lain, masyarakat Minangkabau sebenarnya memiliki “struktur dualisme” atau memiliki “struktur ambiguitas”
. Ulasan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki struktur yang dualisme ini sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Josselin de Jong (1960); Tanner, 1969; Dobbin, 1977, termasuk beberapa penulis Minangkabau sendiri (lihat misalnya Abdullah, 1966; Saanin, 1989; Maarif, 1996)
. Salah satu bentuk dualisme yang ditemukan dalam budaya Minangkabau yaitu adanya dua sistem kelarasan yang dikenal dengan sebutan sistem kelarasan Koto Piliang (adat Katamenggungan) yang bersifat aristokratis, dan sistem kelarasan Bodi Caniago (adat Perpatih) yang bersifat demokratis. Dua sistem ini sangat besar mempengaruhi berbagai fenomena di masyarakat Minangkabau sampai sekarang (lihat: Azwar, 2001; Maarif, 1996; Dobbin, 1977, Abdullah, 1966).

Walaupun struktur budaya Minangkabau tersebut dualisme, namun justru kearifan para pendahulu Minangkabau, menempatkan sifat dualisme tersebut tidak menjadi sesuatu yang disharmoni
, tidak saling bertentangan, tetapi justru justru menimbulkan sifat harmoni di tengah masyarakatnya. Ini artinya bahwa dalam budaya Minangkabau sebenarnya ada cara-cara tersendiri untuk mengharmoni kan sifat dualisme tersebut dalam bentuk gerakan-gerakan politis antar aktor dan kelompok sosial dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, bahwa dalam setiap aktifitas kehidupan masyarakat Minangkabau sebenarnya selalu dipenuhi dengan percaturan politik antar kelompok dan antar aktor, atau mengikuti istilah Taufik Abdullah (1966), secara sosial daerah Minangkabau adalah the battle field (medan pertempuran).
Tulisan ini mencoba melakukan kaji-ulang (reinterpretasi) tentang beberapa pemikiran yang pernah ditawarkan oleh berbagai peneliti tentang Minangkabau. Berangkat dari reinterpretasi tersebut, maka saya ingin mencoba membaca dan menjelaskan berbagai fenomena yang berkembang di Minangkabau sebagai akibat dari struktur budaya yang dualisme tersebut, dengan memfokuskan pada adanya dualisme sistem kelarasan di Minangkabau. Berangkat dari sistem dualisme tersebut, kita akan coba pahami mengapa dan bagaimana percaturan politik tersebut akhirnya menjadi penting dalam kehidupan masyarakatnya. Namun saya tidak menganggap tulisan ini sebagai sebuah temuan atau pemikiran baru, tetapi saya lebih menempatkannya sebagai hasil perenungan saya setelah beberapa tahun terakhir ini mencoba menggeluti beberapa tulisan tentang Minangkabau dan mengaitkannya dengan berbagai fenomena yang katanya “tidak jelas” tersebut. Mudah-mudahan justru tidak menambah kekusutan baru.

B. Dualisme dalam Sistem Kelarasan di Minangkabau

Munculnya kedua laras dalam masyarakat Minangkabau, tidak bisa dipisahkan dengan duo datuak pendahulu Minangkabau yang akhirnya menciptakan aturan adat (lareh) di masyarakat Minangkabau tersebut, yaitu Perpatih nan Sabatang yang menciptakan lareh Bodi Chaniago dan Datuk Katamenggungan yang menciptakan lareh Koto Piliang. Dalam beberapa literatur (lihat Josselin de Jong, 1960; Dobbin, 1977; Abdullah, 1966; Maarif, 1996; Sairin, 1996) selalu dikatakan bahwa duo datuak ini selalu saling berseberangan, bahkan sampai melakukan “perang batu” dan “perang senjata (keris atau bedil)”, namun disi lain selalu saling membantu pertentangan yang muncul selalu mampu diselesaikan secara harmoni.
 Namun bagaimana bentuk sistem kelarasan yang dikembangkan duo datuak ini masih perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam, karena dalam banyak tambo hal ini tidak banyak diungkap, sehingga harus diungkap lebih dalam lagi melalui data-data di lapangan. 

Berdasarkan legenda yang berkembang di beberapa nagari mengungkapkan bahwa Datuk Katamenggungan lahir ketika Sri Maharajo Dirajo dan istrinya Indo Jalito masih di Pariangan Padang Panjang. Ketika Sri Maharajo Dirajo wafat dan jandanya (Indo Jalito) kawin dengan Cati Bilang Pandai, lalu terjadi perpindahan “keluarga kerajaan” ini dari daerah Pariangan Padang Panjang ke daerah Dusun Tuo (Lima Kaum). Di daerah Dusun Tuo inilah lahir salah seorang anak mereka yang kemudian dikenal sebagai Datuk Perpatih Nan Sabatang. Dalam perkembangan kemudian, Datuk Katamenggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang inilah kemudian yang mengendalikan “kerajaan” baru di daerah Dusun Tuo tersebut, dimana datuk Katamenggungan diserahi tugas sebagai “raja” dan Datuk Perpatih Nan Sabatang diserahi tugas sebagai pengendali dan penasehat kerajaan (mungkin bisa kita samakan dengan jabatan “perdana mentri”).

Dari tangan duo datuak ini “kerajaan” baru di daerah Dusun Tuo berkembang dengan pesat. Perpaduan kepemimpinan duo datuak ini dibantu oleh Datuk Bandaro Kayo (sebagai penghulu pucuk Pariangan), Datuk Maharajo Basa (sebagai penghulu pucuk Padang Panjang)
, serta kedua orangtuanya (Cati Bilang Pandai dan Indo Jalito) telah menjadikan “kerajaan” ini berkembang dengan pesat
. Melalui perpaduan kepemimpinan duo datuak ini pula lalu dibuatlah aturan-aturan yang kemudian dikenal dengan sebutan undang-undang nan 22
 dan pengelompokan-pengelompokan masyarakat berdasarkan induak yang sama (satu paruik atau ibu) yang kemudian dikenal dengan sebutan suku juga dibentuk. Melalui Datuk Perpatih Nan Sabatang misalnya di Dusun Tuo lalu dibentuk 4 suku (pasukuan nan 4 batua) beserta dengan penghulu-penghulunya, dan mengangkat Datuk Bandaro Kuniang sebagai penghulu pucuk di daerah Dusun Tuo tersebut. Ke empat suku tersebut adalah (1) Caniago, (2) Tujuh Rumah, (3) Korong Gadang, serta (4) Sumagek. Penghulu ke 4 suku ini serta Datuk Bandaro Kuniang sebagai penghulu pucuk nya lalu dilantik dan disumpah oleh Datuk Katamenggungan.

Dalam perkembangan berikutnya kemudian Datuk Katamenggungan memerintahkan kepada datuk Bandaro Kayo (penghulu pucuk Pariangan) untuk membentuk suku-suku di daerah Pariangan dan Padang Panjang dan sekitarnya yang dikenal dengan suku nan 22. Adapun suku nan 22 terdiri dari 8 suku di Pariangan yaitu (1) Piliang, (2) Piliang Laweh, (3) Koto, (4) Melayu, (5) Pisang, (6) Sikumbang, (7) Dalimo, (8) Limo panjang. Kemudian 5 suku di Padang Panjang yaitu : (1) Piliang, (2) Piliang Laweh, (3) Dalimo, (4) Dalimo Panjang, (5) Kuantan. Kemudian 6 suku di daerah Guguk yaitu (1) Piliang, (2) Piliang Laweh, (3) Koto, (4) Melayu, (5) Pisang, (6) Dalimo. Kemudian 3 suku di daerah Sikaladi yaitu (1) Koto, (2) Sikumbang, (2) (3) Dalimo. Selama memimpin kerajaan Dusun Tuo, Datuk Katamenggungan juga mulai sering berkelana ke Sungai Tarab sebagai tempat peristirahatan beliau, yang kemudian secara formal lalu dikirim adik tirinya yaitu Puti Reno Sudah (adik kanduang Datuik Perpatih Nan Sabatang) dan 8 keluarga ke daerah Sungai Tarab ini untuk mengembangkan daerah baru tersebut. Setelah daerah ini berkembang lalu diangkatlah anak Puti Reno Sudah yaitu Datuk Bandaro Putiah untuk menjadi penghulu pucuk di daerah Sungai Tarab ini. 

Namun dengan wafatnya Cati Bilang Pandai yang kemudian juga disusul dengan wafatnya Indo Jalito, maka kekompakan atau perpaduan kepemimpinan duo datuak ini mulai sedikit goyah. Tanda-tanda akan terjadi perpisahan antara duo datuak ini mulai terlihat ketika Datuk Katamenggungan membangun “kerajaan” baru yang dikenal dengan “kerajaan Bungo Setangkai” di Sungai Tarab. Datuk Katamenggungan sekaligus menjadi “Raja” dan Datuk Bandaro Putiah (penghulu pucuk di Sungai Tarab) diangkat menjadi panungkek (wakil). Para penghulu dari 22 suku yang dibentuk sebelumnya di daerah Pariangan dan sekitarnya akhirnya cenderung akhirnya menjadi pengikut Datuk Katamenggungan. Sementara Datuk Perpatih Nan Sabatang tetap bertahan di daerah Dusun Tuo (Lima kaum) dan karena pengaruhnya juga maka para penghulu nan 4 batu yang ada di Dusun Tuo cenderung akhirnya menjadi “pengikut” Datuk Perpatih nan Sabatang.

Dengan berdirinya kerajaan Bunga Setangkai di Sungai Tarab, dan bertahannya Datuk perpatih Nan Sabatang di Dusun Tuo, mulailah percaturan politik secara terbuka antara duo datuak ini dimulai. Datuk Katamenggungan kemudian mengembangkan kerajaan Bunga Setangkai seorang diri
 dengan membangun kubu-kubu pertahanan sehingga daerah Lima Kaum terjepit didalamnya. Sebaliknya Datuk Perpatih Nan Sabatang juga akhirnya membentuk 17 suku-suku baru yang akhirnya menjadi benteng pertahanan daerah Lima Kaum. Di wilayah Korong Balai Batu misalnya dibentuklah pasukuan nan 5 suku yaitu : (1) suku Sungai Napar, (2) suku Jambak, (3) suku Sumagek, (4) suku Mandaliko, (5) suku Bodi Supanjang. Sementara di daerah Korong Tigo Tumpuk dibentuk pasukuan nan 3 tumpuak yaitu : (1) suku Kampai, (2) suku Sumagek, (3) suku Balai Gamba. Di daerah Kubua Rajo juga dibentuk pasukuan nan 3 sandieng yaitu : (1) suku Sumagek, (2) suku Mandaliko, (3) suku Singkuang. Sementara di daerah Korong Balai Labuah dibentuk pasukuan nan 6 suku yaitu : (1) suku Sumpu, (2) suku Kuti Anyie, (3) suku Mandaliko, (4) suku Bodi, (5) suku Sumagek, dan (6) suku Sungai Napa.

Pada waktu ini juga mulai dibicarakan secara terbuka untuk membagi wilayah (luhak) Minangkabau menjadi “dua bagian”. Disepakatai bahwa sebagai penanda yaitu dengan cara menanam pancang dimana pancang milik Datuk katamenggungan berupa kayu linjuang, sedangkan pancang milik Datuk Prapatieh Nan Sabatang berupa pudiang ameh. Artinya apabila terpasang pancang berupa kayu linjuang berarti daerah tersebut milik kelarasan Datuk Katamenggungan, dan sebaliknya apabila terpasang pancang berupa pudiang ameh berarti daerah tersebut adalah kelarasan Datuk Prapatieh Nan Sabatang. Dalam perundingan tersebut juga disepakati akan melakukan perjalanan dan pemasangan pancang tersebut secara bersama-sama. Sampai disini, persaudaraan tetap dijaga, persahabatan tetap dipertahankan, namun sepulang dari perjalanan membagi wilayah tersebut, persaudaraan dan persahabatan yang mulai goyah, dimana Josselin de Jong (1960) menyebut kondisi ini dengan istilah “persahabatan dalam permusuhuan”.

Puncak dari semua ini, terjadinya pertempuran antara kelompok duo datuak ini yang menurut Dobbin (1977) sampai terjadi “perang bedil” yang memakan banyak korban. Karena nilai-nilai persaudaraan dan persahabatan masih relatif kuat, maka perdamaian antara duo datuak kemudian dilakukan. Dengan kebesaran hatinya sebagai saudara muda (adik), maka Datuk Perpatih Nan Sabatang menemui Datuk Katamenggungan di Sungai Tarab dengan membawa siriah jo carano dan menyatakan diri mundur dari pertempuran dan menyerahkan semua penyelesaiannya kepada Datuk katamenggungan. Sebaliknya, melihat kebesaran jiwa Datuk Perpatih Nan Sabatang, maka Datuk Katamenggungan pun lalu kembali menjalin ulang persaudaran dan persahabatan yang telah mereka lakukan selama ini. Disini lalu disepakati bahwa daerah yang telah dipancang Datuk Perpatih Nan Sabatang selama ini, akhirnya diserahkan kepada Datuk Perpatih dan menamai daerah-daerah tersebut dengan Bodi Caniago yang bermakna sebagai “budi yang sangat berharga”. Daerah yang dipancang Datuk Katamenggung diberi nama dengan Koto Piliang yang bermakna “koto yang dipilih atau koto yang telah ditentukan”. Sementara daerah Pariangan dan Padang Panjang sebagai daerah awal duo datuak ini kemudian dikenal dengan sebutan lareh Nan Panjang yang “bodi caniago bukan, koto piliang antah”. Proses politik yang tetap mengandalkan persaudaran dan tidak melupakan akar budayanya inilah yang kemudian dikenal dalam pepatah adat Minangkabau sebagai “mancancang indak mamutuihkan, manabang indak marabahkan, manikam indak mamatikan”.

C. Rumah Gadang sebagai Arena Percaturan Politik Anak Nagari

Dalam beberapa literatur sering disebutkan bahwa sistem kelarasan yang dibangun duo datuak ini, akhirnya sangat kuat mempengaruhi sistem politik yang berkembang dan dikembangkan di masyarakat Minangkabau (lihat. Azwar, 2001; Maarif, 1996; Dobbin, 1977, Abdullah, 1966). Pembagian wilayah Minangkabau kedalam 3 luhak juga sering dianggap sebagai cerminan dari dua kelarasan tersebut. Luhak Agam dianggap merepresentasikan laras Bodi Caniago yang memiliki pola politik demokratis, luhak 50 Kota dianggap merepresentasikan laras Koto Piliang yang memiliki pola politik aristokratis, sementara luhak Tanah Datar dianggap merepresentasikan kedua laras yang ada (Bodi Chaniago dan Koto Piliang). 

Walaupun terkesan ada pembagian sistem kelarasan di setiap luhak yang ada, namun bukan berarti pembagian tersebut bersifat kaku (tegas). Dalam kenyataannya selalu ada complementarity (keseimbangan), yang mana di masing-masing luhak justru ditemukan nagari yang menerapkan sistem kelarasan Koto Piliang dan juga ada nagari di luhak yang sama menerapkan sistem kelarasan Bodi Caniago. Hal ini disebabkan karena pola politik masyarakat Minangkabau selalu akan mencerminkan sifat complementarity (keseimbangan). Bahkan menurut Naim (1983), dinamika yang muncul dan dimunculkan oleh masyarakat Minangkabau lebih disebabkan karena keterpaduan dualisme budayanya tersebut (Naim menyebutnya dengan istilah bipolarisasi, atau mengikuti istilah Nasroen (1954) “uniti dalam keberagaman”). Artinya dualisme sistem kelarasan yang diciptakan --- sengaja atau tidak sengaja --- oleh duo datuak pendahulu Minangkabau tersebut sampai sekarang sangat besar mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakatnya.

Penerapan sistem kelarasan ini terlihat justru lebih teraplikasi dalam adat salingka nagari yang secara tegas akan menerapkan salah satu sistem kelarasan tersebut sebagai adat salingka nagari nya. Artinya adat yang dimaksudkan disini adalah adat Koto Piliang atau adat Bodi Caniago. Dalam aplikasinya ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa jarang (bahkan tidak ada) sebuah nagari yang menerapkan adat salingka nagari nya Koto Piliang, semua sukunya ber genologis Koto Piliang, dan sebaliknya sebuah nagari dengan adat salingka nagari nya Bodi Caniago semua sukunya ber geneologis Bodi Caniago. Artinya selalu ada keseimbangan suku-suku penyusun didalam sebuah nagari, walaupun secara tegas mereka menyatakan adat salingka nagari nya dengan salah satu sistem kelarasan tersebut. Menurut saya sifat complementarity inilah sebenarnya cerminan gaya politik Minangkabau yang teraplikasi sampai sekarang. Bahkan menurut Josselin de Jong (1960) pasukuan atau aliansi antar suku dalam sebuah nagari akan selalu bersilang antara suku ber geneologis Koto Piliang dengan suku ber genologis Bodi Caniago. Di salah satu nagari Koto Piliang di Tanah Datar misalnya, pasukuan (aliansi) justru terjadi antara Piliang (Koto Piliang) dengan Caniago (Bodi Caniago), antara Sumpu (Bodi Caniago) dengan Melayu (Koto Piliang), antara Mandahiling (Koto Piliang) dengan Kutia Anyia (Bodi Caniago).

Karena complementarity (keseimbangan) sudah menjadi pola politik masyarakat dalam upaya menyeimbangkan adanya dualisme budaya tersebut, maka musyawarah untuk menemukan mufakat menjadi salah satu solusi terpenting dalam adat Minangkabau. Artinya pola umum ini jelas terlihat dan teraplikasi pada masyarakat di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Canigao
. Ini diungkapkan dalam pepatahnya yang mengatakan “basilang kayu dalam tungku mangko api ka hiduik”, yang artinya bahwa setiap persoalan justru dapat terpecahkan dengan adanya silang pendapat dalam setiap musyawarah. Segala persoalan akan selalu dirembukkan dan dimusyawarahkan sehingga tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan.

Begitu juga dengan pola pemecahan masalah, baik di nagari Koto Piliang maupun di nagari Bodi Caniago akan selalu berjenjang sesuai dengan pepatahnya “bajanjang naik, batanggo turun” (berjenjang naik bertangga turun). Pepatah ini mengandung makna bahwa setiap persoalan yang akan dimusyawarahkan akan selalu dipecahkan sesuai dengan bentuk persoalan dan besaran persoalan itu sendiri. Artinya ada pemilahan antara siapa aktor yang boleh terlibat dan dilibatkan serta siapa aktor yang tidak boleh terlibat dan dilibatkan sesuai dengan persoalan yang dimusyawarahkan. Pada kehidupan masyarakat pemilahan ini diungkapkan dengan istilah “biliak ketek – biliak gadang” (ruang kecil – ruang besar). Biliak (ruang) dalam konteks ini lebih bermakna sebagai tempat atau arena dimana semua orang tidak bisa masuk dan menjadi anggota didalamnya karena sifatnya khusus dan pribadi (privat), dan tempat atau arena inilah yang kemudian disebut dengan biliak ketek (ruang kecil atau khusus). Sementara juga ada tempat atau arena dimana semua orang bisa masuk didalamnya karena sifatnya umum, dan tempat atau arena ini lah yang disebut dengan biliak gadang (ruang besar atau umum). Dalam konteks musyawarah, istilah biliak ketek – biliak gadang ini mengaplikasikan bahwa ada musyawarah dimana semua orang bisa masuk dan ikut didalamnya, dan ada juga musyawarah yang sifatnya terbatas dan khusus untuk orang-orang tertentu saja. 

Oleh sebab itu dalam setiap setiap musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ada orang-orang tertentu yang memang tidak diperbolehkan hadir dalam musyawarah tersebut, karena permasalahan tersebut adalah permasalahan biliak ketek kelompok tertentu saja. Hal ini biasanya menyangkut upaya penyelesaian permasalahan tersebut agar bisa diselesaikan, sehingga kehadiran “orang asing” tersebut dicurigai akan menambah “karuah aia” (keruh air) atau menambah runyamnya permasalahan tersebut. Namun disisi lain, karena persoalan ini adalah persoalan biliak ketek maka kehadiran “orang asing” ini dianggap sama artinya mengungkap aib biliak nya kepada orang lain. Pepatah yang mengatakan “malu tak dapat dibagi” mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh mengungkapkan malu (aib) diri dan kelompoknya (biliak nya) kepada “orang asing” tersebut.

Rumah Gadang sebagai simbolisasi budaya Minangkabau, menurut saya justru bisa menjadi cerminan bagaimana posisi-posisi, pergerakan-pergerakan dan simbolisasi adanya biliak ketek – biliak gadang tersebut. Artinya Rumah Gadang sebenarnya adalah arena percaturan politik anak nagari ketika musyawarah adat dilakukan. Bahkan ketika Rumah Gadang sudah tergantikan dengan Rumah BTN sekalipun (rumah biasa), simbolisasi arena percaturan politik ini tetap mencerminkan arena di Rumah Gadang. Hal ini sangat jelas terlihat misalnya dimana seorang penghulu harus diposisikan (tempat duduknya) ketika bermusyawarah di Rumah Gadang yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan posisi mereka apabila musyawarah tersebut di lakukan di rumah BTN.

Secara fisik perbedaan antara rumah gadang Koto Piliang dengan Bodi Caniago terletak pada lantai rumah (bondua), pintu masuk dan teras rumah (anjuang). Berkaitan dengan lantai rumah nya, maka lantai Rumah Gadang Koto Piliang biasanya akan memiliki bondua
. Ini memperlihatkan bahwa pada Koto Piliang pada prinsipnya memang secara tegas menunjukkan adanya penjenjangan posisi antara pemimpin (penghulu) dengan rakyatnya (anak-kemenakan) sehingga semua aturan dan keputusan memang manitiak dari ateh (pemimpin). Sebenarnya boleh saja apabila rakyat ingin membuat rumah gadang yang tidak memiliki bondou, tetapi salah satu ruang di bagian rumah gadang tersebut harus diberikan dan diposisikan untuk penghulunya. Bahkan penjenjangan posisi pada Koto Piliang ini terkadang juga tercermin pada bagian samping Rumah Gadang yang ditinggikan dari lantai rumah yang lain sehingga terlihat seperti perahu. Ini berbeda dengan Rumah Gadang Bodi Caniago yang justru lantai rumah gadangnya terlihat datar atau tidak memiliki bondua. Posisi lantai rumah yang datar ini adalah cerminan pola pengambilan keputusan yang justru diharapkan muncul dari bawah (mambusek dari bumi) sehingga sebuah keputusan memang diharapkan betul-betul aspirasi dari rakyatnya.

Perbedaan rumah gadang ini juga terlihat dari pintu masuk rumah, dimana pada Koto Piliang pintu masuk ke rumah gadang ditempatkan di bagian depan rumah. Karena posisi pintu masuk diletakkan di bagian depan rumah (secara simetris terletak di tengah-tengah), maka Rumah Gadang Koto Piliang sekarang biasanya akan dilengkapi dengan anjuang (teras rumah) yang sedikit menjorok ke bagian depan rumah. Adanya anjuang ini membuat gonjong rumah gadang di Koto Piliang akan menjadi 5 buah (4 gonjong di kiri kanan dan 1 gonjong di bagian depan. Berbeda dengan Bodi Caniago dimana pintu rumah diletakkan di bagian belakang rumah gadang dan tidak memiliki anjuang baik di depan maupun dibelakang rumah tersebut (sehingga gonjong rumah hanya terdiri dari 4 buah). Penempatan pintu di bagian belakang rumah gadang ini lebih bermakna sebagai upaya untuk selalu melihat segala permasalahan dari belakang atau memahami segala permasalahan berdasarkan akar permasalahan yang berkembang dalam masyarakat
.

Gambaran tentang perbedaan fisik rumah gadang Koto Piliang dan Bodi Caniago tersebut diatas memang selalu terkait dengan aspek politik dan pola kepemimpinan yang berkembang dalam masyarakat (kepemimpinan, musyawarah dan pengambilan keputusan). Artinya percaturan politik anak nagari sebenarnya bisa dipahami melalui cerminan simbol-simbol fisik yang melekat dalam setiap rumah gadang, dan sekali lagi sengaja atau tidak sengaja ini mencerminkan --- atau sebagai tekanan struktur --- dualisme sistem kelarasan yang telah disosialisasikan sejak duo datuak pendahulu Minangkabau sebelumnya, yang kemudian teraplikasi dalam sistem politiknya.

Kalau kita setuju bahwa perbedaan antara rumah gadang Koto Piliang dan Bodi Caniago lebih mensimbolisasi politik sistem kelarasan tersebut, berarti pola musyawarah dan pengambilan keputusan pun bisa tercermin dari rumah gadang tersebut. Dengan kata lain cerminan bagaimana pola musyawarah dan pengambilan keputusan gaya Koto Piliang dan Bodi Caniago bisa dilihat dari bagaimana percaturan politik anak nagari tersebut diaktualisasikan di rumah gadang. Di nagari Bodi Caniago misalnya, ketika musyawarah yang melibatkan para penghulu seperti batagak penghulu dikenal adanya duduak 9 batu yaitu posisi-posisi duduk 9 kelompok penghulu, yaitu : (1) Tiang Panjang, (2) Angku Kadi, (3) Jamba Kalimo, (4) Balai-Balai, (5) Pangka, (6) Belakang Pangka, (7) Pangka Garaman Kida, (8) Pangka Garaman Suok, dan (9) Belakang Tiang Panjang. Kalau kita buatkan dalam bentuk skema maka posisi duduak 9 batu ini tergambar sebagai berikut :

Gambar 1

Posisi Duduk 9 Batu dalam Acara Batagak Penghulu di Rumah Gadang


(1) TIANG PANJANG, yaitu posisi pemimpin para penghulu yang diundang untuk memusyawarahkan prosesi batagak penghulu tersebut. Sebagai pemimpin para undangan, maka dalam batagak penghulu ini posisi tiang panjang lah yang didudukkan atau diposisikan terlebih dahulu, dan posisi-posisi berikutnya akan mengikuti posisi tiang panjang ini. Dalam musyawarah ini tiang panjang berfungsi sebagai tempat bagi sipangka (tuan rumah) untuk menyampaikan segala hal acara yang akan dan sedang dilakukan dalam prosesi baralek tersebut. 

(2) ANGKU KADI, yaitu posisi duduk yang ditempati oleh para ulama atau angku yang banyak mengerti tentang syarak. Fungsinya dalam musyawarah batagak penghulu tersebut adalah sebagai hakim dan penasehat sesuai dengan ketentuan syara’.

(3) JAMBA KALIMO, atau sering juga disebut dengan istilah mahkudum yaiytu posisi duduk para penghulu yang berfungsi sebagai hakim dan penasehat yang akan memutusakan agar perdebatan yang muncul dalam musyawarah nantinya sesuai dengan ketentuan adat.

(4) BALAI-BALAI, yaitu posisi duduk para penghulu yang berfungsi sebagai penyambung lidah antara undangan, tiang panjang sebagai pemimpin sidang, dan sipangka sebagai tuan rumah. Balai-balai inilah yang akan menampung kritikan dari undangan dan menyampaikan kepada tiang panjang, untuk kemudian disampaikan kembali kepada pangka, atau sebaliknya. Karena tugasnya sebagai penyambung lidah, maka balai-balai ini juga sering disebut dengan istilah manti barulang.

(5) PANGKA, yaitu posisi duduk para penghulu yang menjadi tuan rumah (si-pangka) sehingga sering juga disebut dengan istilah si-pokok atau yang mempunyai acara tersebut. 

(6) BALAKANG PANGKA, yaitu posisi duduk para penghulu bertugas membantu si-pangka dan mengingatkan beliau apabila keluar dari ketentuan adat dan syarak.

(7/8) PANGKA GARAMAN (pangka garaman suok dan pangka garaman kida), yaitu posisi duduk para penghulu yang akan mengunyah-nguyah untuk kemudian memberi penilaian apakah pelaksanaan alek tersebut (mulai dari awal sampai acara ditutup) sudah sesuai atau belum dengan ketentuan adat dan syarak Karena fungsinya ini, maka posisi pangka garaman ini juga sering disebut dengan istilah tuan titah atau orang yang “memberi penilaian”. Namun dalam melakukan penilaian tersebut, pangka garaman tidak bisa menyampaikan secara langsung, tetapi akan menyampaikannya kepada tiang panjang untuk kemudian disampaikan kepada pangka. Karena posisinya sebagai penilai maka biasanya akan diduduki oleh para penghulu nan tuo diumua dan nan tuo dipangalaman
(9) BELAKANG TIANG PANJANG, yaitu posisi duduk para penghulu yang berfungsi sebagai orang yang akan membantu tugas tiang panjang, sekaligus mengingatkan apabila tiang panjang bertindak keluar dari ketentuan adat dan syarak. Karena dialah yang akan mengingatkan tiang panjang maka biasanya posisi ini biasanya akan diduduki oleh para penghulu nan tuo diumua dan nan tuo dipangalaman.

(10). PITUNGGUA, yaitu posisi duduk para penghulu yang menjadi panitia, yang mengatur serta yang menjadi moderator dalam acara tersebut.

Khusus untuk posisi (6) belakang pangka, (7/8) pangka garaman, dan (9) belakang tiang panjang, karena posisi ini adalah yang akan membantu dan mengingatkan mereka yang menjadi menjabat posisi pangka, tiang panjang, dan undangan, maka biasanya posisi ini akan diduduki oleh para penghulu nan tuo diumua dan nan tuo dipangalaman. Sebagai panitia yang akan mengatur dan menjadi moderator dalam acara tersebut maka diposisikan penghulu yang menjabat sebagai putunggua yang duduk di depan posisi pangka dan balai-balai. Apabila posisi duduak 9 batu ini kita pecah lagi sebenarnya terdiri dari 2 kelompok yaitu “kelompok inti” yang terdiri dari 5 posisi pertama, dan “kelompok pendukung” yang terdiri dari 4 posisi terakhir. Ke 5 posisi “kelompok inti” tersebut terdiri dari (1) Tiang Panjang, (2) Angku Kadi, (3) Jamba Kalimo, (4) Balai-Balai, (5) dan Pangka. Sementara 4 posisi “kelompok pendukung” tersebut adalah (1) Belakang Pangka, (2) Pangka Garaman Kida, (3) Pangka Garaman Suok, (4) dan Belakang Tiang Panjang.

Penggunaan pola duduak 5 batu ini juga teraplikasi dalam prosesi perkawinan yang memotong sapi atau kerbau (baralek mambantai) yang dilakukan di rumah BTN, serta dalam setiap musyawarah yang melibatkan beberapa orang penghulu baik musyawarah informal (adat) maupun musyawarah formal (nagari). Dalam prosesi manjapuik marapulai dalam prosesi perkawinan baralek mambantai misalnya, maka pintu bagian depan rumah tersebut akan ditutup dan pintu bagian belakang akan dibuka sehingga tamu harus masuk melalui pintu belakang. Adapun kelompok yang harus hadir dalam acara tersebut adalah: (A) sipangka, (B) nan tuo di umua, (C) nan tuo di limbago, (D) nan tuo di limbago, (E) sialek, (F) labai, dan (G) mudo mata, sehingga kalau kita skemakan akan terlihat seperti dalam gambar berikut :

Gambar 2

Posisi Duduk dalam Acara Manjapuik Marapulai di Rumah BTN Keluarga Laki-Laki


(A) Sipangka yaitu salah seorang sutan yang ditunjuk untuk menerima pasambahan yang disampaikan oleh si alek atau keluarga anak daro nantinya).

(B) Nan tuo di umua yaitu mamak kontan dari pihak keluarga marapulai yang bertugas untuk mengatur penyediaan hidangan dan juga tempat duduk.

(C) Nan tuo di limbago yaitu bapak tangah rumah atau urang sumando dari pihak marapulai yang berfungsi sebagai tempat bertanya bagi pihak keluarga marapulai atau sering disebut dengan maminta sifat, apakah pihak anak daro sudah membawa persyaratan dan sudah bisa diizinkan untuk membawa marapulai.

(D) Nan tuo di pusako yaitu penghulu kaum dari pihak marapulai yang fungsinya sama dengan C.

(E) Sialek yaitu keluarga anak daro yang datang dan menyampaikan keinginannya untuk membawa marapulai kerumahnya.

(F) Labai yaitu alim ulama dari keluarga marapulai yang bertugas untuk membacakan do’a, dan memberikan nasehat bila terjadi perselisihan antara sipangka dan sialek.

(G) Mudo mata yaitu anggota laki-laki dari keluarga sipangka (keluarga marapulai). 

Dari posisi duduk di rumah BTN keluarga marapulai dalam acara manjapuik marapulai tersebut, maka terlihat bahwa selain kelompok (E) yaitu sialek (keluarga anak daro) maka posisi yang lain diduduki oleh sipangka (keluarga marapulai). Tetapi apabila kita simak lebih teliti, sebenarnya posisi (B), (C), (D) dan (E) adalah posisi yang diduduki oleh kelompok yang netral yang akan menilai apakah acara manjapuik marapulai memang sesuai dengan aturan atau tidak. Dalam gambar sebelumnya (acara batagak penghulu) maka posisi (B), (C), dan (D) sebenarnya posisi yang diduduki oleh jamba kalimo, dan posisi (E) yaitu labai adalah posisi angku kadi. Sementara posisi (E) yaitu sialek sebenarnya posisi yang diduduki oleh tiang panjang. Gambaran posisi-posisi seperti pada gambar 1 dan gambar 2 di atas sebenarnya banyak teraplikasi dalam setiap musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di nagari Bodi Caniago, tidak saja dalam acara-acara informal (adat) tetapi juga dalam acara-acara formal (pemerintahan nagari).

D. Penutup : “Dari Dualisme Menuju Keesaan”

Pada setiap musyawarah untuk mencari mufakat yang akan melibatkan para penghulu, maka duduak 5 batu ini akan teraplikasi. Artinya percaturan politik anak nagari akan terwakili dan diwakili melalui pertarungan kelompok 5 ini. Antara posisi satu penghulu dengan posisi penghulu lain pada prinsipnya sama, tidak ada perbedaan posisi sesuai dengan pepatahnya tagak samo tinggi, duduak samo tinggi. Perbedaan hanya akan muncul karena seseorang harus menjalankan fungsinya pada waktu itu, namun tetap bukan sebagai pemutus karena mufakat hanya akan diambil melalui musyawarah secara bersama-sama. Oleh sebab itu maka perdebatan akan selalu muncul dalam setiap musyawarah yang ada, bahkan apabila tidak dapat diputuskan secara bersama pada waktu itu maka musyawarah akan diulang di hari-hari berikutnya sampai keputusan bisa diambil.

Apabila kita kutak-katik (analisis) lebih jauh lagi, maka sebenarnya posisi duduak 5 batu yang ada di nagari Bodi Caniago tersebut, maka kita bisa kelompokkan lagi menjadi 3 kelompok inti (struktur triadik). Berdasarkan fungsinya, maka 3 kelompok tersebut adalah : Kelompok pertama disebut juga dengan kelompok si-pangka atau si-pokok yaitu kelompok yang mempunyai acara baralek tersebut, yaitu posisi yang diduduki oleh (5) dan (6) pada gambar 1, atau kelompok (A) pada gambar 2. Kelompok kedua, adalah kelompok para undangan atau sering juga disebut dengan si-alek atau mereka yang diundang untuk menghadiri acara baralek yang diadakan oleh sipokok tersebut, pada gambar 1 yaitu posisi yang diduduki oleh (1), (4), (7), (8), dan (9) atau pada gambar 2 yaitu kelompok (E) dan G). Sedangkan kelompok ketiga yaitu kelompok netral yang akan menilai dan “menghakimi” apakah acara baralek tersebut berlangsung sesuai dengan aturan (adat dan syarak) atau tidak, yang pada gambar 1 yaitu posisi yang diduduki oleh (2) dan (3), atau pada gambar 2 yaitu posisi duduk (B), (C), (D) dan (F). Bila kita skema kan lebih jauh maka akan terlihat pada gambar 3 dan gambar 4.

Gambar 3

Struktur Triadik Pola Musyawarah untuk Mencari Mufakat


Gambar 4

Struktur Triadik Percaturan Politik Anak Nagari di Minangkabau


Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa musyawarah untuk mencari mufakat sebagai upaya memecahkan berbagai persoalan, dapat dikatakan sebagai pola umum yang ditemukan di masyarakat Minangkabau. Memang ada perbedaan antara nagari Koto Piliang dengan nagari Koto Piliang, namun perbedaan tersebut tetap berakar pada rumusan yang sama bahwa hidupnya dinamika dalam proses musyawarah terjadi karena basilang kayu dalam tungku. Persilangan tersebut sangat jelas terlihat antara kelompok sialek dan sipangka, namun dalam realitasnya selalu ada kelompok penengah yang akan menilai dan “menghakimi” proses musyawarah tersebut yaitu kelompok jamba kalimo (sebagai kelompok adat) dan angku kadi (sebagai kelompok syarak). 

Apabila kita rumuskan lebih jauh lagi, maka “bersilangnya kayu dalam tungku” adalah rumusan dari struktur triadik antara kelompok-kelompok atau posisi-posisi yang ditempatkan secara bijak dalam setiap musyawarah tersebut. Kehadiran kelompok jamba kalimo dan angku kadi sebagai kelompok penilai, penasehat, atau yang “menghakimi” setiap tata cara yang tidak sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, inilah yang membuat “makonyo api ka iduik”. Dalam percaturan politik Minangkabau secara keseluruhan, maka keberadaan kelarasan Koto Piliang yang aristokratis dan kelarasan Bodi Caniago yang demokratis telah melahirkan percaturan politik Minangkabau sangat dinamis dan harmonis. 

Gambar 5

Struktur Triadik Sistem Kelarasan di Minangkabau


Berangkat dari gambaran tersebut diatas, maka sebenarnya kita juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya adalah cerminan percaturan politik dalam bentuk struktur triadik tersebut. Dengan kata lain, pergerakan fenomena yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau yang oleh para ahli lebih memandangnya sebagai “perubahan sosial” sebenarnya hanyalah sebuah pergerakan bandul impuls. Dengan kata lain, apapun bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya tetap hanya bergerak dari satu posisi ke posisi yang relatif sama, hanya bentuknya (wajah) yang berubah tetapi sebenarnya ujud perubahannya tetap sama. Kalau selama ini kita mengenal adanya adat babuhua mati dan adat babuhua sentak, maka pergerakan bandul impuls tersebut sebenarnya hanyalah permainan adat babuhua sentak, namun tetap berpegang pada adat babuhua mati (Esten, 1993). Sebagai permainan bandul impuls, maka ketika pergerakan titik adat babuhua sentak sejajar dengan titik adat babuhua mati, maka diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan, tetapi ketika titik adat babuhua sentak ini mencapai titik terjauh dari titik kesejaranan adat babuhua mati, maka diasumsikan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan adat babuhua mati.

Gambar 6

Struktur Triadik Pergerakan Fenomena di Masyarakat Minangkabau 

(dalam Format Adat Babuhua Mati – Adat Babuhua Sentak)
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� Makalah ini disampaikan dalam seminar “Rumah Gadang Sebagai Aset Budaya Minangkabau” yang diadakan oleh Museum Adityawarman Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2006.


� Staf dosen di Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang


� Ambiguitas Minangkabau ini pernah dikemukakan oleh Sjafri Sairin (2000) yang melihat masyarakat Minangkabau sekarang sedang memasuki tahapan ambiguitas atau transisional. Namun agak sedikit berbeda dengan Sjafri Sairin, pandangan saya tentang ambiguitas disini lebih sebagai sebuah struktur, bukan sebagai fenomena empirik.


� Namun dalam kajian dan perbincangan terbaru (khususnya sejak tahun 1990-an), pemikiran tentang adanya struktur dualisme dalam budaya Minangkabau ini mulai ditinggalkan. Ini misalnya ditunjukkan dengan adanya kegiatan penelitian, seminar dan diskusi yang mengusung tema-tema yang intinya mempertanyakan kembali identitas budaya Minangkabau itu sendiri, dengan menggunakan konsep-konsep misalnya “menggali kembali identitas Minangkabau”, revitalisasi budaya Minangkabau”, bahkan dengan mengusung tema “rekonstruksi budaya Minangkabau” dan sebagainya. Padahal pepatah Minangkabau secara jelas sudah mengatakan bahwa sakli aia gadang, sakali tapian barubah yang bermakna bahwa perubahan adalah adalah hal biasa (dinamis).


� Beberapa literatur mengungkapkan bahwa sifat dualisme tersebut cenderung akan menimbulkan konflik dan pertentangan yang berkepanjangan dalam masyarakatnya, sehingga selalu terkondisi dalam bentuk disharmoni (lihat: Nedham, 1980; Ekeh, 1970; Levi-Strauss, 1963).


� Sedikit berbeda dengan Nasroen (1957), yang justru melihat keharmonisan Minangkabau tersebut sifatnya semu, karena pertentangan pada prinsipnya tidak bisa disatukan (co-excistiente). Yang bisa dilakukan hanyalah meminimalisir pertentangan sehingga tidak menjadi konflik yang saling menghancurkan satu sama lain.


� Sri Maharajo Dirajo memiliki 3 orang istri yaitu (1) Indo Jalito, (2) Puti Cinto Dunia, dan (3) Puti Sedayu. Perkawinan antara Sri Maharajo Dirajo dengan istrinya Puti Cinto Dunia kemudian melahirkan anak Datuk Bandaro Kayo yang kemudian diangkat sebagai penghulu untuk daerah Pariangan. Sementara perkawinan Sri Maharajo Dirajo dengan Puti Sedayu melahirkan Datuk Maharajo Basa yang kemudian diangkat sebagai penghulu untuk daerah Padang Panjang.


� Bahkan dalam banyak legenda yang berkembang di masyarakat Minangkabau, kekompakan dan perpaduan kepemimpinan duo datuak beserta para pendamping-pendampingnya ini, misalnya ditunjukkan dalam legenda melawan pendatang yaitu “mengadu kerbau” dan mengadu kecerdikan lewat “takok taki” yaitu menebang mana pangkal pohon serta menebak mana jantan dan betina dari dua ekor anak itik


� Adapun undang-undang nan 22 tersebut adalah : adaik nan 4, nagari nan 4, kato nan 4, undang nan 4, hukum nan 4 dan cupak nan 2. 


� Sebelum Datuk Katamenggungan wafat, tampuk pimpinan kerajaan Bunga Setangkai lalu diserahkan kepada tampuk kerajaan kepada adik Datuk Bandaro Putieh (penghulu pucuk Sungai Tarab) yang bernama NUN ALAM. Pada waktu penobatan Nun Alun menjadi raja Bunga Setangkai menggantikan Datuk Katamenggungan ini juga dihadiri oleh Datuk Prapatieh Nan Sabatang dan Datuk Bandaro Kuniang (penghulu nagari Dusun Tuo). Beberapa tahun kemudian Nun Alam lalu memindahkan kerajaannya Bunga Setangkai di Sungai tarab ini ke Pagaruyung, sehingga kemudian kerajaan ini dikenal dengan sebutan kerajaan Pagaruyung dan Nun Alam menjadi rajanya yang pertama.


� Terima Kasih kepada para mahasiswa ku di Jurusan Antropologi FISIP Unand Padang (Febi, Yenti, Fajri,Yuka, dan Mery) atas data-data lapangannya yang sangat luar biasa. 


� Nagari Koto Piliang disini adalah nama samaran sebuah nagari yang kebetulan adat salingka nagari yang dipakai adat Koto Piliang, hal yang sama juga untuk sebutan Nagari Bodi Caniago. Jadi penyebutan nagari-nagari dengan nama Koto Piliang dan Bodi Caniago tersebut, bukan cerminan semua nagari-nagari yang menerapkan salah satu kelarasan tersebut.


� Lantai yang ditinggkan lebih kurang 60 cm


� Pintu rumah gadang di tempatnya bagian belakang rumah juga sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada didalam rumah (urang sumando) untuk berbenah jika mamak rumah ingin masuk. 
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